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IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, serta mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026. Dokumen ini menjadi
instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat
daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien, serta adaptif terhadap dinamika kebijakan fiskal dan
kondisi riil kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dokumen ini juga merupakan
respons terhadap berbagai permasalahan strategis yang masih dihadapi, seperti
belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah, rendahnya efektivitas
penerimaan pajak daerah, serta masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, secara umum
pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan capaian yang baik, dengan
tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi. Namun demikian, masih terdapat
ketimpangan capaian antar program, khususnya pada Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah dan optimalisasi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya
efektif.

Renja BPKPD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan
yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta kerangka
pendanaan yang terukur. Program yang dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) program
utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
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Keempat program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas laporan keuangan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik
Daerah, serta peningkatan efektivitas penerimaan pendapatan daerah. Dalam
implementasinya, program dan kegiatan difokuskan pada penguatan sistem
pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran,
optimalisasi pengelolaan kas daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam konteks kebijakan nasional, Renja Tahun 2026 juga memperhatikan
arah kebijakan efisiensi belanja dan penguatan tata kelola keuangan daerah
berbasis sistem informasi, khususnya melalui implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan
akurasi data, efektivitas pengambilan keputusan, serta transparansi pengelolaan
keuangan daerah.

Secara strategis, Renja BPKPD Tahun 2026 memiliki peran sebagai
instrumen pengendali dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta mampu
memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan
daerah dan pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat
ditentukan oleh sinergi antar perangkat daerah, penguatan sistem pengendalian
internal, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Renja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026
diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan

daerah secara optimal dan konsisten.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat disusun
dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu.

Penyusunan Renja Tahun 2026 ini merupakan bagian dari proses
perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun secara sistematis sebagai
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026. Dokumen ini
juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah.

Renja Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan
yang disusun secara terukur dan terarah. Penyusunan ini mempertimbangkan
capaian kinerja tahun sebelumnya, proyeksi tahun berjalan, serta kebutuhan
pembangunan daerah ke depan, sebagaimana tergambar dalam struktur indikator,
target, dan pagu indikatif dalam dokumen Renja 2026.

Secara substansi, Renja Tahun 2026 juga mencerminkan upaya strategis
Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah
dan optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan. Hal ini dilakukan dalam rangka
mendukung stabilitas fiskal daerah serta peningkatan efektivitas dan efisiensi
belanja daerah sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Selain itu, Renja ini diarahkan untuk mendukung implementasi tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), melalui penguatan akuntabilitas,
transparansi, serta pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam
pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Diharapkan Renja Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD selama tahun anggaran berjalan, serta

memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
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daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada
pelayanan publik.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dan
berkelanjutan, serta diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan

target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara normatif, penyusunan Renja Tahun 2026 berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
serta mengacu pada RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026. Selain itu,
Renja ini disusun dengan memperhatikan kesinambungan perencanaan
jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2025-2029.

Dalam dokumen Renstra BPKPD, arah kebijakan pembangunan
difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan
daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel, dengan sasaran
meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang diukur
antara lain melalui indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta
indikator kinerja lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Renja Tahun 2026
diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target strategis tersebut
melalui program pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas
pelaporan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Rencana Kerja BPKPD Tahun 2026 memuat program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian,
serta kerangka pendanaan yang terukur. Penyusunan Renja ini didasarkan
pada capaian kinerja tahun sebelumnya dan prakiraan capaian tahun
berjalan, serta mempertimbangkan kebutuhan riil pembangunan daerah.
Dalam dokumen Renja 2026 terlihat bahwa setiap program dan kegiatan
telah disusun dengan indikator yang jelas serta dukungan pagu indikatif
yang bersumber dari dana transfer dan pendapatan daerah, sebagai
bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Renja Tahun 2026

difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
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1.2

daerah, peningkatan ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan, serta

optimalisasi pengelolaan kas daerah dan belanja daerah. Hal ini tercermin

dalam target kinerja seperti persentase ketepatan waktu penyampaian
dokumen anggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan, serta optimalisasi realisasi anggaran

daerah sebagaimana diamanatkan dalam Renstra BPKPD.

Selain itu, penyusunan Renja Tahun 2026 juga memperhatikan
dinamika kondisi fiskal daerah, keterbatasan kapasitas keuangan daerah,
serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu,
perencanaan program dan kegiatan diarahkan pada penajaman prioritas
pembangunan, efisiensi belanja daerah, serta peningkatan efektivitas
pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah,
pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional dalam
pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD selama Tahun Anggaran 2026,
serta mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung
terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel,
efektif, dan efisien. Dengan demikian, Renja Tahun 2026 menjadi
instrumen strategis dalam menjamin kesinambungan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara terukur dan
berkelanjutan
Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan dengan
mengacu dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun landasan hukum yang menjadi dasar
dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

2
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017Nomor 1312);

Rencana Kerja — BPKPD 2026



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana
Kerja Perangkat daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah untuk

menyediakan dokumen perencanaan teknis tahunan yang memuat

program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target

capaian, serta kerangka pendanaan secara terukur, sebagai pedoman

dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung tercapainya

sasaran strategis pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan
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1.4

optimal, sebagaimana tergambar dalam struktur kinerja dan pendanaan

Renja Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah sebagai
berikut:

1. Menjamin keterpaduan dan Kkonsistensi perencanaan dan
penganggaran, melalui penyelarasan antara dokumen perencanaan
daerah dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan
yang dilengkapi indikator kinerja dan pagu indikatif yang jelas;

2. Menajamkan prioritas program dan kegiatan, dengan
mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, prakiraan capaian
tahun berjalan, serta kemampuan keuangan daerah guna memastikan
alokasi sumber daya yang optimal dan tepat sasaran;

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
BPKPD, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,
pengelolaan kas dan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan
keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi
pendapatan daerah sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan;

4. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, melalui
pencapaian target kinerja seperti ketepatan waktu penyusunan
dokumen anggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai
standar akuntansi pemerintahan, serta optimalisasi realisasi anggaran
daerabh;

5. Menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan
evaluasi kinerja, sehingga capaian program dan kegiatan dapat diukur
secara objektif dan sistematis sebagai bagian dari peningkatan

akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sistematika Penulisan
Renja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
5
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan dimaksud menjadi landasan normatif dalam penyusunan
dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga proses penyusunan
Renja dilaksanakan secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel,
serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lainnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Renja Tahun 2026
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Natuna disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI| : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan
hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.
BAB Il : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra
Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah,
isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD,
serta penelaahan usulan program dan kegiatan dari
masyarakat.
BAB Il : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah,
tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, serta
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan
pada Tahun Anggaran 2026.
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
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Berisi tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan
beserta indikator kinerja, target capaian, serta kerangka
pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.
BABV : PENUTUP

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan,

pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan.
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BAB I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat
penyesuaian program, kebijakan, Kkegiatan, dan sub kegiatan
pembangunan pada tahun berjalan. Perubahan Renja SKPD disusun
berdasarkan Renstra serta mengacu pada Perubahan RKPD,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun
Anggaran 2024 telah melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas)
kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan, dengan pagu
anggaran pada APBD Murni sebesar Rp144.494.527.727,00, yang
kemudian mengalami penyesuaian pada Perubahan APBD Tahun 2024
menjadi sebesar Rp155.775.978.877,00. Adapun realisasi anggaran
sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp142.873.711.007,00 atau
sebesar 98,2 persen. Untuk memberikan gambaran capaian program,
disajikan tabel realisasi per program sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Realisasi Anggaran per Program Realisasi Anggaran per Program

No Program Anggaran Realisasi %

Program Penunjang Urusan
1 Pemerintahan Daerah Kabupaten 18,592,265,237.00 | 15,902,264,392.00 | 85,53
/Kota

Program Pengelolaan Keuangan

133,452,617,620.00 | 125,434,106,703.00 | 93,99
Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik

1,856,531,070.00 1,272,189,998.00 | 68,53
Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan

1,680,904,950.00 1,417,399,608.00 | 84,32
Daerah

Jumlah 155,775,978,877.00 | 144,209,176,750.00 | 92,57

Sumber: LRA BPKPD 2024
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa capaian
realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota mencapai sebesar 85,53 persen, mengalami penurunan
dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023. Penurunan tersebut
disebabkan oleh adanya realisasi belanja yang belum dapat diselesaikan
pembayarannya pada Tahun Anggaran 2024 dan dicatat sebagai
kewajiban (utang belanja) pada Tahun 2025.

Selanjutnya, capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan
Keuangan Daerah sebesar 93,99 persen, Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebesar 86,53 persen, serta Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah sebesar 84,32 persen.

Secara keseluruhan, capaian kinerja realisasi anggaran program
mencapai 92,57 persen, atau mengalami penurunan sebesar 5,63 persen
(year on year) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan, terdapat 3 (tiga)
program yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja
Utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran dari ketiga program pendukung
tersebut, capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 68,53 persen.

Berdasarkan hasil analisis, rendahnya capaian realisasi anggaran
pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah disebabkan oleh belum
optimalnya pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan. Terdapat 2 (dua)
sub kegiatan dengan capaian realisasi anggaran di bawah 70 persen, yaitu:
1. Inventarisasi Barang Milik Daerah;

2. Penilaian Barang Milik Daerah.

Pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, capaian
realisasi anggaran sebesar 40,13 persen, yang disebabkan oleh adanya
penambahan anggaran sebesar Rpl17.180.000,00 yang belum dapat
direalisasikan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2024.
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Selanjutnya, pada sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah,
capaian realisasi anggaran sebesar 39,64 persen, disebabkan oleh
rendahnya realisasi belanja perjalanan dinas. Dari pagu anggaran sebesar
Rp103.031.010,00, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp50.449.000,00
atau sebesar 48,96 persen. Kondisi ini sejalan dengan pelaksanaan
kegiatan penilaian Barang Milik Daerah yang hanya terealisasi untuk 1
(satu) unit kendaraan dalam rangka proses pelelangan.

Selanjutnya, capaian kinerja anggaran kegiatan dan sub kegiatan
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. 2
Evaluasi Rencana Kerja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

7 Program (Outcome) ™ 9 i e T dan Anggaren Renja P | 1on Reslissi R
Kode Sasaran [ Urusanidang Urusan Pemeritahan) | Indiater K Frourem [0 Satuan | (periode renstraPD) |  dengan Tahun 2023 Besk - . - Renja 2024 yang D SN Thin 2024 Keterangan
1 i - 5 s [ ) 1 12=8+9+10+11 13=12/7 x100 Ta=6r12 T5=14/5x100 o
k Ro k Ro 3 Ro Renia K Ro DPA k Ro k Rp k k Ro K Ro k Ro k Ro Ro
502 [
5.02.01. [PROGRAM PENUNJANG URUSAN Niai Laporan LKjIP Nilai s 295,636,684) 815 390,000,000] 815 16710.274] 767 8,643,839 75.7 13,654,339) 76 79,707364| 9288 5028 | 1449 295,636,684 177.79
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.
5.02.01.201. dan ja Perangkat Persen | €55 295,636,684| 655 390,000,000| 655 16710274] 50 8,643,839 70 13,654,339 50 79,707364| 76.34 5028 100 295,636,684 152.67 98.55
Evaluasi Kinerja Daerah
5020120101 Jumiah \gkat Daorah Dokumen 2 193,233 077 2 190,000,000 2 15060274 2 6676839 0 11,435,830 25,288 511 2 58 461 463 100 5700 4 193,233 077 200 19323
P
5.0201201.06. y Laporan C: Jumiah L Capaan Kinor dan khisar Caporn 0 102,403,007 4 100,000,000 4 T 1,967,000 2 2.218,500) 15410401 3 21245901 75 37,86 10 102,403607| 250 1024
Kinerja dan Ikhtisar D |Realisasi L
y Laporan C:
dan Ikitisar Roalisasi Kinoria SKPD
50201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN [Persentase layanan dukungan administrasi Persen | 5 15,069,082,887| 85 42,276,291,394| 85 16,931,041,443| 85 18,627,401237| 85 | 3663435074 865 | 4130,476,344| 86 | 3,691,560,698) 2.756,704,495| 86 14131166611 100 76386 170 42,275,291394| 200 28073
PEMERINTAHAN DAERAH kesekretariatan yang sesuai SOP
KABUPATEN/KOTA
5.02.01202. i K [k TepatWaktu| 1 11,561,182,887| 1 29,836,763,900 1 11606841443 1 11224125681 1 2934936444 1 1 2,400,643,838| 1,968,872477| 1 10,394,806,824] 100 9261 2 258.07
5020120201 Panyodiaan Gaj dan Tunjangan ASH Jumiah Orang yang Monarima Gaj dan Tunjangan | Orang/bulan | 77 T1,521,641443] 85 20835753,000] 77 1,544,841 443] 11224125601 74 | 2034035444| 75 | 3,10045535| 75 | 2400,543638) 1956,872,177| 75 10304 006,824| 974 261 60 20,835,753,000] T T
AsH ]
5.02.01.2.06. Perangkat Persen | 9 147,683,601 98 3 o[ 80 128,183,601 85 o o 19,500,000 85 147,683,501| 89.47 7626 160 10186
Daerah
5020120502 Pengadaan Pakaian Dinas beserla Aibut | Jumiah Paket Pakaian Dinas beseria Atrbut Pakel 3 19,500,000 165 0 o o0 o 40 of 39 19,500,000 79 19,500,000 47.88 5045 79 5 e
pada
5020120511 Bimbmgan Teknes Implementasi Peraluran | Jumiah Orang yang Mengikuli Bambingan Tekns Orang 5 128183501 5 0 o © 128183501 0 o o o 9 128,183,501 180 7969 9 28485 | Taystoak
Perundang-Undangen Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  @omouiiion pads.
5.0201206. (Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen % 2,364,144,885 55 2174  166427537| 4275| 169,366,773 66 207,734,049 66 798048265 100 8139 165 2402
5020120603 Penyedioan Peralatan Rumah Tangga Jumieh Paket Peralaton Rumah Tangga yang Pakel 7 162,955,050 12 3 19409800 3 o o 55693300 75 8592 37 27159
| Dsediakan
5.02.01.2.06.04 Penyedioon Bahan Logistk Kantor [Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Pakel 0 197,117,500 12 3 9648500) 3 36,390,750| 3 41,008,500 © 116824500 75 808 3 21902
Dsediskan
50201206 05 Penyedinan Barang Celakan dan [Jumieh Paket Barang Cetakan dan PPenggandaan Pakel & 281573,000] 12 12000000 19.850,000] 3 6,837,500 9 62035000 75 653 3 197
yang Disedakan
5.02.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumiah Dokumen Bahan Bacasn den Peraturan Dokumen © $1,800,000| 60 of 27 o z7 o] 2zr 12,000,000 45 50 81 1036
Perundang-undangan [Perundang- Undangan yang Disediakan
5.02.01 206,07 Pakel 3 26291000 3 23,786,600] 3 12,797,000 9 85665500 75 5461 33 32289
5.02.012.06.09. Penyelenggarsan Rapal Koordinasi dan (Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapal Taporan | 3 89078237 11 89,338,423 82 147,091,089) 111 465529,905| 30833 8296 133 27961 Tegettask
Konsullasi SKPO [Koordinasi dan Konsultasi SKPD S pte
5.02.01.207. [Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase peningkatan barang milik Persen | & o o o o o o o o o o 0 100 37356
[Penunjang U: daerah
5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional [Jumiah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Unt 1 o] o o] o of o o o 0] o [ [ o [Pengadaan tdek
aiau Lapangan Lapangan yang Disediakan [ a—
5.02.01207.05 Pengadasn Mebel Jurnieh Paket Mebel yang Disediokan Unt % of 11 o o e [ % 484
50201207 06 Pangadaan Peraialan dan Mesin Lannya | Jumiah Und Peraatan dan Masin Lamnnya yang Und O of o o 0 o o Q 2 3,120 00
Disediakan
5.02.01.2.08. 7 jang | sarana penunjang | Persen | 80 620,674,887 0 2,002,197 469| 10626 185 0675
5.02.01208.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan 3 6,343,725,452| 520,674887] 0O 2002197469 75 8717 33 6.343,725,452) 20675
Urnum Kantor yang Dsediakan
5.02.01.2.08. Ja njang Persen | 80 91,198,500 0 234502500 10625 | 45.02 185 59422
5020120801 [Penyedisan Jasa Sural Menyurat [ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyural Laporan ” 4,565,000 0 0849 33 14071
5020120802 Penyedioon Jasa Komurikas:, Sumber Days | Jumioh Laporan Penyediaen Jusa Komurkas, Taporn 2 8,633.500] 0 308 D 65729
A dan Listnk | Sumber Daya Ar dan Listnk yang Dsediakan
5.02.01.2.09. [Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan Persen | %0 1,317,191,208 414,612,567 0 389 188 1,317,191,208| 1542
Penunjang Us
5020120002 Penyedioan Jasa Pemolharasn, Biaya Jumiah Kendaraan Dinas Operasional atau Unt 7 183,120,235 18,227,500 0 8,295,501 17 6194 37 183,129,235 21765 w5782
Pemeiharaan, Pajok dan Periznan Lapangan yang Dipelhara dan dibayarken Pajek
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |dan Penzinannya
5.02.012.08.09. Pemeinaraan | Rehabiitas! Gedung Kantor | Jumish Gedung Kanior dan Bangunan Lamnya Una 2 1032414470 381,600,067| 0 o 3 434537667| 150 519 17 1032214470 850 57356 | Takmeakian
dan Bangunan Lainnya yang DipetiharaDiehabiltas [Puyonish et
poda persbaten
e
5020120011 Pomoiharaan/Rehabitasi Sarana dan Jumiah Sarana Gan Pra: Une ) o 1 47420000 50 573 F3 101,647,500| 1,250.00 3663
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya DpelhamDiehaitas:
50202 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN | Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Persen | 100 18,312,966,099| 100 123017,001.704] 100 9458 100 | 385477,389.407 100 28657
DAERAH Daerah Sesual Ketentuan Peraturan
5.02.02.2.02. elay Tepat | Persen | 100 361,488,614 287,281,697| 100 63416,768) 100 G 100 3,098,736,134| 100 28196
Daerah Waktu
5020220201 Koordnasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumiah Dokumen Hast Koordinas1 dan Dokumen | 1 100,110,309 1 75,3%8,493 1 277075598 100 7063 52 922,044 508[ 5,20000 36862 | Laporen dbu
| Pangelolaan Kas Daerah 008ep bulen
5020220205 Koordnasi, Fasilasi, Assiensi, Snkronsasi, | Jumiah Dokumen Hast Koordinasi, Fas iasi, Dokumen | 12 135576.752] 3 108615082 12 443929934| 100 5854 3 1,408,556,175| 25633 46052
Supervisi, Monioring dan Evaluasi Asistonsi, Sinkronisasi, Suporvisi, Monitoring, dan
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana | Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan don
Transfer Lannya Dane Transter Lannya
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5020220207 [Jurmien { Realsas: P Taporan ] 200,000000] 71 768,135 351] 12 7 92390712 3 115801493 3 00298.177] 12 442,411 236) 3 B 768.135,351] 69167 38407
Resisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas | Pengsluaran Kas Daerah, Laporan Airan Kas, dan
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan P Pemungutan/Pemotongan dan
Peleksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan | Penyetoran Pehitungan Fihak Ketiga (PFK) dan
y Perhitungan Fihek Ketiga Laporan
aporan Realisas:
Pengehsaran Kas Daersh, Laporan Alian Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.0202.203. Akuntansi L Tepat Waktu Persen 2 811,200,000 100 2539,785903| 92 92 214,389501| 95 330,196,434 95 116,035,136 95 10326 7051 9 2,539,785,903 31308
o i SAP
50202.2.0301 Koordinasi Pelsksanaan Akuntansi [Jumish Laporan Hasd Koordinasi Pelaksanaan Laporan 2 140000000 7 847,079824| 12 12 53903700 3 28,661,490 3 34247000 12 476 19 60506
Pencrimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Akuntansi Penerimaan dan Pengoluaran Kas.
Daerah
5020220302 Rekonsilesi dan Venfikas Aset, Kewagban, _|Jumieh Dokumen Hasd Rekonsitas dan Venfikasi | Dokumen | 12 7 129,067 800] 12 12 6,020000] 3 56,953,000 3 15340000 9 9599 16 18438
Ekuitas, Pendapatan. Belanja, Pembiayaan,  |Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja.
Pongapatan LO dan Boban Pomtiayaan, Pandapatan LO, dan Boban
5020220303 Koornas: Penyusunan Laporan [Jumian Laporan Taporn 2 g 716 116.789] 12 2 20165000 3 39314078 3 31850000 © 763 27 36521
APBD t
Bulanan, Triwuianan dan Semesteran
5020220304 Konsolidas: Laporan Keuangan SKPD, BLUD |Jumiah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Taporan 2 2 302,143086| 12 2 126278301 3 18526078) 3 o 9 286261879| 75 8073 30 78420
an Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  [Laporan Keuangan Pemeintah Daerah yang
5020220305 R [Jurmien Tentang Dokumen | 2 3 308500741 2 2 o 2 70,937.675 O 13,688,136 2 128733811 100 %523 5 308500741 250 51718
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiewaban Pelaksanaan APBD
APBD dan Rancangan Poraturan Kepala
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan | Daerah tentang Penjabaran Peranggungiavaban
Kepaia Daerah lentang Penabaran Peaksanaan APBD Katupalenola
Pertanggungemwaben Peleksanasn APBD
KabupstenKota
5.0202.2.03.06 Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut [ Jumish Dokumen Tanggapan/Tndak Lanjut Dokumen 1 100,000,000 1 69,791.245] 1 1 2335750| 1 o o 28024799 © 5688000 1 36048549 100 EED 2 69791245 200 69.79
Termadap LHP BPK atas Laporan Terhadap LHP BPK atas Laporan
P APBD APBD
5020220307 Koordinasi. Sinkronsasi, dan Penyelesaian | Jumish Dokumen Hasd Koordnesi, Smkronisasi, | Dokumen 1 T 44529500 1 1 2636250 1 £898,750| 0 10,642,000 0 10,830,000 1 33007000] 100 9178 2 42529600 200 89,06 Locran absat
Tuntutan dan Tuntutan % Tuntutan iR
Kerugian Dacrah Tuntutan Kerugian Dacrah
5020220313 Koordinasi dan Penyusunan Stalistk [Jumiah Laporan Statistk Keuangan Pemenntahan | Laporan 1 T 2465014 1 1 3041500 1 925,000 1 25116414] 1 3383000 1 2465914 100 o479 2 32465914 200 8116 [oern Gt
Keuangan Pemerintahan Daerah Daereh pada Pemeriniah KabupalervKola set3p busn
5.02.02.2.04. Penunjang Urusan Kewenangan Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Persen 1 50 | 349,838867,370| 10 142977549254 10 41982,646,167| 10 | 21,164052,176] 10 | 39.872,174417| 10 | 17910649266 9 120929522026 90 9519 59 349838,867370| 590 286.44
P Daerah
5020220408 [Anaissis Perencanaan dan Penyaluran [Jumish Laporan Hasd Analisis Perencanaan dan Taporan B ? 337.961,037400] 4 132.556,849254| % T | 18420823.175| 1 | 29385505575 1 | 17763890225 1 117547.942000 25 9955 3 337.961037400] 75 30361
Banwan Keuangan Penyakuran Bantuan Keuangan
5020220409 Pengelolaan Dana Danurel dan Mendesak |Jumish Laporan Hasd Pengelomean Dana Darral | Laporan T 2z 3645123521 1 5,100000000[ 1 T zs_mo.ﬂ 1 476608842 1 146750041 1 665131517 100 1663 3 3045123521 300 3837
dan Mendesak
5020220410 Pangelolaan Dana bagi Hasi Kabupaten | |Jumiah Laporan Hasd Pengaloan Dana bag 1iasil|  Laporan B z 8232706449 4 1250700000 4 o 1 2716,448,500] 1 T o 1 2.716,448,500) 50 3 8232706449 15 65625
Kota
5.0202. OGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN |Persentase penyusunan rancangan APBDIP Persen s 129,931,007 100 538,031,599 100 642,476,056 100 246,458,488| 100 1,556,897,150) [ 100 5,689,197,459| 106.38 2398
DAERAH yang tepat wektu,tepat proses,dan tepat isi
50202201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana | Penetapan APBD Tepat Waktu 1 246,458,488 1.556,897.150 59 1 5689,197.458| 100 22398
|Anggaran Daersh
50202.20107 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan [Jumiah Peraturan Daerzh tentang APBO dan Dokumen 7 20,798,314 200,765,115 1931 10 1573.128,377| 1,00000 13108
Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala |Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Daorah tontang Poryabaran APSD APBD
5020220108 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan [Jumiah Peraturan Daerah tentang Perubahan ‘Dokumen 1 o 580,060,148 7396 3 1992546948 300 28465
Dasrah tentang Perubahan APBD dan |APBD dan Pecaturan Kepala Dasreh tentang
Peraturan Kepala Daerah lentang Pergabaran [Penjabaran Perubahan APBD
Penbehan APBD
5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja  |Jumish Dokumen Hasd Koordinasi Perencanaan Dokumen 2 225,660,174] 767,051,887 | 453 47 2123522134 470 70784
Dacrah | Anggaran Bolanja Dacrah
50203 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG | Mansjemen Aset Persen €23 16884 [Pt
MILIK DAERAH stk S
50203201 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD | Persen 6979 6987
5020320101 Penyusunan Standar Harga [Jumiah Stancar Harga yang Disusun ‘Dokumen 7462 54
g g
"3
s |
5020320103 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang|Jumieh Rencana Kebutuhan Barang Milk Deerah | Dokumen 5103 6246 on FRED
Milk Daerah Fermliaraan dan
5.0203.201. Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Keberadaan Inventaris Aset Persen 60,66 2389
Barang Milik Daerah
5020320106 Inventarisas Barang MK Dasrah [Jurmieh Laporan Hasd invenlarsas) (LHI) Barang Taporn 2501 1954
Milik Daerah
5020320107 Pengamanan Barang Mtk Daerah [Jurmieh Laporan Hasi Pengamanan Barmng Mik Taporn 7087 87499
Daerah
5020320108 Poniaian Barang Mik Dacrah [Jumiah Laporan Hasi Peniian Barang Milk Taporan 3064 13352
Hasil
Daersh
5020320109, Pengawasan Gan Pengondaian Pengelolaan |Jumiah Laporan Hasd Pengawasan dan Laporan 5699 76103
Barang Mifk Daersh Pengendalian Pengelolaan Barang Mik Daerah
5020320110 Oplimaiisas: Penggunaan, Pemanteatan, [Jurmieh Dokumen Hasd Oplimaisasi Penggunaan, | Dokumen 7635 16225
, dan ,
Penghapusan ik Daerah Daerah
5020320111 , Jumiah L Laporan 6351 26428 |werondiat
Laporan Barang Misk Daerah Penyusunan Laporan Barang Mik Dasrah Gieg fadun
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5.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN Persentase PAD Terhadap Pendapatan Persen s 385,000,000] 832 2017203,788] 5 536,000000] & 1,680,904,950[ 0.81 57563900] 3 513,082,763 0 217,912,389] 7 264,764,875 7 1083313897] 140 62.66 7 52397
5.02.04.2.01. |Kegiatan Penge! P Persen g 385,000,000 %6 2017,203,755| © 536,000,000 6 1,680,904,950| 4.66 57563900| 1795 |  5613,082,763| 30.82 | 217,912,369\ 47.32|  264,754,875| 47 1,083313,897| 788.67 6266 | 4732 52397
5.02.04 2.01.03. y Kebijskan | Jumiah Laporan Pelaksanaan Ponyuluhan dan Taporan T 40,000,000 © o 1 40,000,000 1 37.400,000] 0 o o o o o 1 o 1 o 100 9 1 of 100 00
Pajak Dacrah Ponyobariuasan Kebiakan Pajak Dacrah
5020120105 Objek Paek | Jurmiah Laporan Fasi Pendalaan den Pendaflaran | Leporen | 1965 70,000,000 710 70.000,000] 1385 191,037 B14] 1,907 13871 7666 7617 T81.111,286] 18172 590556
Daerah | Obyek Pejak Daerah, Subsek Pajsk dan Waiib Paik
Daerah
50204 201.08 Penetopan Wajb Pak Doerah [Jumieh Dokumen Keletapan Pojak Daerah Dokumen | 44698 75,000,000| 48175 25,000,000 22699 73,717,061 44593 100 293 | 9874 §36.182.269| 20778 334473
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 secara umum menunjukkan
capaian yang relatif baik, ditunjukkan dengan dominannya realisasi
anggaran pada sebagian besar program yang mendukung pencapaian
Indikator Kinerja Utama. Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan,
terdapat 3 (tiga) program yang secara langsung berkontribusi terhadap
pencapaian kinerja utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah,;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran pada ketiga program pendukung
tersebut, capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 68,53 persen.

Berdasarkan hasil analisis, rendahnya capaian realisasi anggaran
pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah disebabkan oleh belum
optimalnya pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan. Terdapat 2 (dua)
sub kegiatan dengan capaian realisasi anggaran di bawah 70 persen, yaitu:
1. Inventarisasi Barang Milik Daerah;

2. Penilaian Barang Milik Daerah.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rendahnya capaian
tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan pada beberapa
sub kegiatan, khususnya Inventarisasi Barang Milik Daerah dan Penilaian
Barang Milik Daerah. Pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah,
capaian realisasi anggaran sebesar 40,13 persen disebabkan adanya
penambahan anggaran yang belum dapat direalisasikan pembayarannya
pada tahun berjalan dan menjadi kewajiban pada tahun berikutnya.
Sementara itu, pada sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, capaian
realisasi sebesar 39,64 persen dipengaruhi oleh rendahnya realisasi
belanja perjalanan dinas, yang berimplikasi pada terbatasnya pelaksanaan
kegiatan penilaian aset, dimana realisasi hanya mencakup 1 (satu) unit

kendaraan untuk proses pelelangan.
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Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara
perencanaan kegiatan, pelaksanaan anggaran, serta efektivitas output
kegiatan yang belum sepenuhnya selaras. Selain itu, faktor perencanaan
yang kurang adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan serta keterbatasan
pelaksanaan kegiatan teknis juga menjadi penyebab belum optimalnya
capaian program. Rincian apaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Tahun 2024

Sasaran Strategis, Indikatordan ~~ CapaianKinefaAnggaran  Capian

Indikator

Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %

Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

| Opini Laporan Keuangan WTP

Program Pengelolaan Keuangan 133,452,617,620.00 | 125,434,106,703.00 | 93.99

Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan 3,391,008,440.00 |  1,913,436,205.00 | 56.41
Rencana Anggaran Daerah

2. Koordinasi dan Pengelolaan 1,715,912,400.00 |  1,411,710,068.00 | 82.27

Perbendaharaan Daerah

3. Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan 1,310,507,880.00 1,179,438,413.00 | 90.00
Keuangan Daerah

4. Penunjang Urusan Kewenangan

127,034,288,900.00 | 120,929,522,017.00 | 95.19
Pengelolaan Keuangan Daerah

1l Rasio Pengelolaan BMD 87,62%

Program Pengelolaan Barang Milik

1,856,531,070.00 1,272,189,998.00 | 68.53
Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik

Daerah 1,856,531,070.00 1,272,189,998.00 | 68.53

11 Rasio Efektifitas Pajak Daerah 69,36%

Program Pengelolaan Pendapatan

1,680,904,950.00 1,417,399,608.00 | 84.32
Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan
pendapatan Daerah

JUMLAH 137,183,713,640.00 | 128,306,912,358.00 | 98,6
Sumber: LRA BPKPD 2024

1,680,904,950.00 1,417,399,608.00 | 84.32

Dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Natuna dengan Bupati, telah dialokasikan anggaran Tahun 2024 sebesar
Rp137.183.713.640,00 untuk mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan prioritas. Dari alokasi tersebut, realisasi anggaran mencapai
Rp128.306.912.358,00 atau sebesar 93,53 persen, yang menunjukkan
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tingkat serapan anggaran yang relatif tinggi dan mencerminkan efektivitas
pelaksanaan kegiatan secara umum.

Namun demikian, capaian kinerja tidak hanya diukur dari tingkat
serapan anggaran, tetapi juga dari pencapaian indikator kinerja yang
mendukung IKU. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator dimaksud,
diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2024 terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Natuna
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini
menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar akuntansi
pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga
indikator ini telah mencapai target sebesar 100 persen.

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan
bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara baik,
khususnya dari aspek akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan. Hal
ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah
telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian,
masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek pengelolaan Barang Milik
Daerah serta optimalisasi pendapatan daerah guna memperkuat kualitas
tata kelola keuangan secara keseluruhan.

2. Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator pengelolaan
BMD, diperoleh capaian sebesar 87,62 persen, yang menunjukkan bahwa
pengelolaan Barang Milik Daerah masih belum optimal.

Meskipun capaian berada pada kategori cukup tinggi, hasil
tersebut mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam aspek
pengelolaan aset, seperti inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset.
Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi nilai ekonomi aset daerah
serta berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara
keseluruhan.

3. Rasio Efektivitas Pajak Daerah
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Rasio efektivitas pajak daerah dihitung berdasarkan perbandingan
antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah
ditetapkan. Pada Tahun 2024, rasio efektivitas pajak daerah tercatat
sebesar 69,36 persen, yang menunjukkan kinerja pemungutan pajak
daerah belum efektif dan mengalami penurunan signifikan dibandingkan
tahun sebelumnya.

Rendahnya rasio efektivitas pajak daerah disebabkan oleh tidak
tercapainya target pada beberapa jenis pajak utama, antara lain:

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Realisasi penerimaan hanya sebesar Rp14.737.632.984,00 atau 39,25
persen dari target sebesar Rp37.550.531.253,00. Penurunan ini
dipengaruhi oleh tidak optimalnya kegiatan ekspor pasir kuarsa akibat
faktor eksternal, seperti kondisi cuaca serta penurunan harga jual di
pasar regional, yang menyebabkan pelaku usaha tidak melaksanakan
kegiatan produksi dan ekspor secara maksimal.

b. Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet
Kedua jenis pajak ini belum memberikan kontribusi penerimaan pada
Tahun 2024, yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat
kepatuhan wajib pajak, terbatasnya basis pajak, serta belum
optimalnya pengawasan dan penagihan.

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Realisasi penerimaan sebesar Rp395.216.351,00 atau 26,35 persen
dari target, menunjukkan adanya penurunan aktivitas transaksi properti
serta kemungkinan adanya faktor administratif dan kepatuhan yang
mempengaruhi rendahnya penerimaan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan bahwa aspek
pengelolaan keuangan daerah telah berjalan baik, namun masih terdapat
ketimpangan pada aspek pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan
daerah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pada sisi
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta peningkatan

kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.
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2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Natuna merupakan perangkat daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut
kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 1
Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja, yang selanjutnya telah disempurnakan melalui Peraturan Bupati
Natuna Nomor 61 Tahun 2022. Keberadaan perangkat daerah ini memiliki
peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan
pendapatan daerah, khususnya dalam menjaga kualitas tata kelola fiskal
daerah yang akuntabel dan berkesinambungan.

Dalam konteks pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun
daerah, paradigma pengelolaan kinerja saat ini telah mengalami
pergeseran dari pendekatan berbasis output menuju pendekatan berbasis
outcome dan impact. Pergeseran tersebut menuntut adanya sistem
perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang tidak hanya
menekankan pada aspek realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga pada
capaian manfaat yang terukur dan berdampak langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat,
mutakhir, dan terintegrasi menjadi prasyarat utama dalam mendukung
pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui kebijakan
nasional terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah yang
lebih efisien, efektif, dan terintegrasi, antara lain melalui implementasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta kebijakan efisiensi
belanja negara dan daerah. Kebijakan efisiensi nasional yang diarahkan
pada optimalisasi penggunaan anggaran, pengendalian belanja, serta
peningkatan kualitas belanja publik, menuntut pemerintah daerah untuk
mampu melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran

secara lebih selektif dan berbasis prioritas.
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Namun demikian, dalam implementasinya, pemerintah daerah
masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait kesiapan
kelembagaan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta
kapasitas sumber daya manusia. Ketidaksiapan tersebut berimplikasi pada
belum optimalnya pemanfaatan SIPD sebagai sistem yang terintegrasi dan
komprehensif dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang
efisien dan akuntabel.

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2026 antara lain masih
terbatasnya dukungan infrastruktur teknologi informasi, terutama dalam hal
stabilitas jaringan data yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan
terjadinya gangguan akses terhadap sistem, yang pada akhirnya
berdampak langsung terhadap kelancaran proses penatausahaan
keuangan pada perangkat daerah. Dalam konteks kebijakan efisiensi
nasional, kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan
anggaran, karena keterbatasan sistem dapat mempengaruhi ketepatan
waktu dan akurasi data keuangan.

Di sisi lain, kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan belanja APBD
masih menunjukkan berbagai kelemahan. Hal ini tercermin dari belum
optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran,
seperti RKA dan DPA, yang belum sepenuhnya disusun secara rinci,
terukur, dan berbasis kinerja. Selain itu, masih sering terjadi pergeseran
anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, yang mengindikasikan belum
optimalnya kualitas perencanaan awal serta belum kuatnya disiplin
anggaran. Kondisi ini menjadi semakin krusial dalam situasi efisiensi fiskal,
dimana setiap alokasi anggaran dituntut memberikan nilai manfaat yang
maksimal (value for money).

Dalam praktiknya, peran pejabat pengelola keuangan juga belum
berjalan secara optimal, dimana proses penatausahaan keuangan melalui
aplikasi SIPD masih didominasi oleh pelaksana teknis. Hal ini menunjukkan
adanya kesenjangan kapasitas dalam fungsi pengendalian dan
akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas

pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.
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Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak
untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia, khususnya bagi pejabat pengelola keuangan perangkat daerah.
Penguatan tersebut mencakup peningkatan pemahaman terhadap
regulasi, peningkatan kompetensi teknis dalam pengelolaan keuangan
daerah berbasis sistem informasi, serta optimalisasi pelaksanaan tugas
dan fungsi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif kebijakan efisiensi nasional, upaya penguatan
tersebut menjadi sangat penting, mengingat pengelolaan keuangan daerah
tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi
juga harus mampu menjamin efektivitas penggunaan anggaran dalam
mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu,
peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian
keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola
fiskal daerah yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi eksisting, hasil evaluasi kinerja, serta arah
kebijakan dalam Renja Tahun 2026, terdapat beberapa isu strategis yang
mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna. Isu-isu tersebut
tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga
menyangkut kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan, serta
efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
Kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah masih
menghadapi tantangan dalam hal ketepatan waktu, akurasi data, serta
konsistensi pelaksanaan antar perangkat daerah. Meskipun dalam
Renja 2026 telah ditargetkan capaian indikator seperti ketepatan waktu
penyampaian dokumen anggaran dan laporan keuangan, namun
implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi dan
integrasi sistem antar SKPD.

2. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan dalam siklus
pengelolaan keuangan daerah. Proses perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, hingga pelaporan keuangan belum sepenuhnya
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berjalan optimal dan terintegrasi. Hal ini terlihat dari masih adanya
ketidaktepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RKA
dan DPA, serta perlunya peningkatan kualitas pembinaan kepada
perangkat daerah. Dalam Renja 2026, hal ini menjadi fokus melalui
kegiatan koordinasi, verifikasi, dan pembinaan penganggaran serta
akuntansi keuangan daerah.

3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan
teknologi informasi. Implementasi SIPD sebagai sistem nasional masih
menghadapi kendala, khususnya terkait kesiapan SDM dan
kemampuan teknis dalam pengoperasiannya. Selain itu, keterbatasan
infrastruktur teknologi informasi, seperti stabilitas jaringan, turut
mempengaruhi kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah
secara elektronik.

4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan BMD. Pengelolaan
aset daerah masih menghadapi tantangan dalam hal penatausahaan,
pengamanan, serta pemanfaatan aset secara optimal. Hal ini
memerlukan penguatan sistem pengawasan, pembinaan, serta
peningkatan kualitas data aset agar dapat mendukung penyajian
laporan keuangan yang andal.

5. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah. Potensi
pendapatan daerah belum sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan
secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya inovasi
dalam penggalian sumber-sumber pendapatan, serta belum
optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.

6. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak
daerah masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan,
pemungutan, dan pengawasan. Diperlukan upaya peningkatan basis
data wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta
penguatan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan
pajak daerah.

7. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran masih perlu

ditingkatkan agar lebih terukur, konsisten, dan berbasis kinerja. Hal ini
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2.4

menjadi penting mengingat dalam Renja 2026 telah ditetapkan
indikator-indikator kinerja yang menuntut keterpaduan antara
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program secara
efektif.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat
merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan
pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses
perencanaan yang disusun tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga
mengakomodasi pendekatan partisipatif (bottom-up planning). Melalui
mekanisme ini, berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum
perencanaan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), dapat diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara
sistematis guna memastikan keselarasan antara kebutuhan riil masyarakat
dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian,
penelaahan terhadap usulan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam
meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih inklusif, responsif, serta
berbasis pada kebutuhan nyata (needs-based planning).

Dalam praktiknya, tidak seluruh usulan program dan kegiatan
masyarakat dapat secara langsung diakomodasi oleh setiap perangkat
daerah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik tugas dan fungsi
masing-masing perangkat daerah, termasuk dalam hal ini Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
Sebagai perangkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur
penunjang urusan pemerintahan, BPKPD tidak melaksanakan fungsi
pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sektoral,
melainkan berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
melalui pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah,
serta pengelolaan pendapatan daerah.

Karakteristik tersebut menyebabkan ruang lingkup program dan
kegiatan BPKPD lebih berorientasi pada fungsi internal pemerintahan
(internal governance function), seperti perencanaan dan penganggaran

daerah, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban
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keuangan, pengelolaan kas daerah, pengamanan dan penatausahaan
aset, serta optimalisasi penerimaan daerah. Dengan demikian, secara
substantif, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD tidak
secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dalam
konteks pelayanan publik sektoral, seperti infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, maupun pelayanan sosial lainnya.

Meskipun demikian, peran BPKPD tetap memiliki kontribusi yang
sangat signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan
daerah secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan kualitas pengelolaan
keuangan daerah yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas
pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh perangkat daerah. Dalam
perspektif tata kelola pemerintahan (governance), fungsi BPKPD dapat
dipandang sebagai enabling factor yang memastikan bahwa seluruh
proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan
dapat berjalan secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Lebih lanjut, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang
berbasis kinerja (performance-based budgeting), peran BPKPD menjadi
semakin strategis dalam memastikan keterkaitan yang kuat antara
perencanaan, penganggaran, dan hasil yang dicapai (performance
linkage). Melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan, pengendalian
internal, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan, BPKPD
berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas fiskal
daerah. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik
serta mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah untuk
kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, meskipun usulan program dan kegiatan
masyarakat tidak dapat diakomodasi secara langsung dalam Renja
BPKPD, namun aspirasi tersebut tetap menjadi bagian penting dalam
proses perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Peran
BPKPD dalam hal ini adalah memastikan tersedianya dukungan sistem
pengelolaan keuangan yang memadai, sehingga perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi pelayanan publik dapat mengakomodasi dan

merealisasikan usulan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi BPKPD
bersifat tidak langsung (indirect impact) terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat, namun memiliki peran yang sangat
fundamental dalam menjamin keberhasilan pembangunan daerah.
Dukungan melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,
pengelolaan aset yang tertib dan optimal, serta peningkatan kapasitas
pendapatan daerah, merupakan kontribusi strategis yang pada akhirnya
bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat secara optimal dan berkesinambungan.
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3.1

BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan
tersebut diatur bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta
pelaporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas
daerah, dilaksanakan dalam rangka mempertanggungjawabkan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara
manual maupun berbasis sistem aplikasi komputer, guna mendukung tertib
administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
secara efektif dan efisien.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Natuna disusun sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai
bagian integral dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati Natuna Tahun 2025-2029.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
adalah “Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing
dan Berbudaya.”

Visi tersebut mengandung tiga unsur utama yang menjadi arah
strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yaitu:

1) Makmur;
Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih
layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan
ekonomi yang meliputi; peningkatan pendapatan masyarakat,

penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan
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meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses
terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.
2) Berdaya Saing;
Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di
tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis
dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna
harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal
agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi
pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui
mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan
energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim
yang kompetitif.
3) Berbudaya,
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan
Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih
berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya
Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, Pemerintah
Kabupaten Natuna telah menetapkan lima misi pembangunan sebagai
formulasi strategis yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan
daerah untuk periode Tahun 2025-2029. Penetapan misi tersebut
merupakan hasil penjabaran visi ke dalam kerangka operasional yang lebih
terstruktur, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis dan
terarah.

Setiap misi dirancang untuk merepresentasikan dimensi prioritas
pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, dengan
mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, potensi daerah, serta
permasalahan pembangunan yang dihadapi. Dengan demikian, misi
pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga
sebagai instrumen dalam memastikan keterpaduan dan konsistensi antara
perencanaan jangka menengah dengan implementasi program

pembangunan tahunan.
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Melalui perumusan misi tersebut, diharapkan seluruh perangkat
daerah dapat menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan dengan tujuan pembangunan daerah, sehingga pencapaian
sasaran strategis dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan akuntabel,
serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1) Misi 1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan
Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
Misi ini diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Natuna melalui optimalisasi potensi unggulan daerah sebagai
penggerak utama pembangunan. Karakteristik wilayah maritim dengan
potensi kelautan yang besar menjadi keunggulan komparatif yang
harus dimanfaatkan secara maksimal, didukung oleh penguatan sektor
strategis lainnya seperti pariwisata, pertanian, dan perindustrian.
Pengelolaan potensi tersebut secara terintegrasi dan berbasis nilai
tambah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Misi 2: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan
Konektivitas Antar Pulau.
Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur secara
terintegrasi guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, khususnya
antar pulau dan kawasan perbatasan di Kabupaten Natuna.
Keterbatasan akses transportasi, belum meratanya infrastruktur dasar,
serta lemahnya konektivitas antar kawasan ekonomi menjadi faktor
utama yang menghambat pergerakan ekonomi dan pemerataan
pembangunan.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur difokuskan pada
penguatan konektivitas melalui penyediaan dan peningkatan sarana
prasarana transportasi, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta
pengembangan moda transportasi laut, termasuk kapal/ferry Ro-Ro
untuk mendukung mobilitas orang dan distribusi barang secara reguler

antar pulau. Selain itu, percepatan pembangunan juga mencakup
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penyediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, serta
peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan telekomunikasi hingga ke
wilayah terpencil.
Melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, terintegrasi, dan
berkelanjutan, diharapkan tercipta konektivitas wilayah yang kuat,
peningkatan akses terhadap pusat-pusat ekonomi, serta percepatan
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten
Natuna

3) Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan
Berdaya Saing.
Misi ini diarahkan pada penguatan pembangunan sumber daya
manusia Kabupaten Natuna yang adaptif, berdaya saing, dan
berkarakter dalam menghadapi dinamika globalisasi. Peningkatan
kualitas SDM difokuskan pada pengembangan kompetensi, keahlian,
serta kapasitas inovatif yang mampu bersaing di tingkat regional
maupun nasional.
Selain itu, pembangunan manusia tidak hanya menitikberatkan pada
aspek kualitas dan daya saing, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai
iman dan takwa sebagai landasan moral dalam pembentukan karakter.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan SDM juga diarahkan untuk
memperkuat sistem perlindungan sosial guna menjamin keberlanjutan
kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendekatan yang holistik tersebut, diharapkan terwujud
sumber daya manusia Kabupaten Natuna yang unggul, berintegritas,
memiliki ketahanan sosial, serta mampu berkontribusi secara optimal
dalam pembangunan daerah.

4) Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan
Berbasis Teknologi.
Misi ini diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan tata kelola

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan
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secara berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap
Pemerintah Kabupaten Natuna.
Upaya pencapaian misi ini dilakukan melalui penerapan prinsip
keterbukaan informasi publik, penguatan sistem pencegahan dan
pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta
peningkatan responsivitas dan ketangguhan aparatur dalam
memberikan pelayanan. Selain itu, peningkatan kualitas, kapasitas,
dan kapabilitas sumber daya aparatur, serta penataan manajemen
kepegawaian berbasis kompetensi menjadi fokus utama dalam
mendukung efektivitas birokrasi.
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen strategis dalam
memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
khususnya dalam menjawab tantangan geografis Kabupaten Natuna
sebagai wilayah kepulauan. Dengan demikian, transformasi digital
pemerintahan diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan
yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

5) Misi 5: Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk
Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.
Misi ini diarahkan pada penguatan nilai-nilai keagamaan serta
pelestarian budaya Melayu sebagai fondasi utama dalam
pembangunan daerah. Nilai religius dan budaya lokal merupakan pilar
strategis dalam membentuk karakter masyarakat yang berintegritas,
beradab, dan berdaya tahan terhadap dinamika perubahan global.
Upaya yang dilakukan meliputi pengembangan dan pelestarian budaya
Melayu secara berkelanjutan guna menjaga identitas, kearifan lokal,
serta filosofi hidup masyarakat Natuna agar tetap lestari dan tidak
tergerus oleh perkembangan zaman. Di sisi lain, kemajemukan
masyarakat menjadi potensi strategis yang harus dikelola secara
harmonis dalam kehidupan beragama, berkebudayaan, dan
bermasyarakat.
Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai toleransi, keselarasan, dan
keharmonisan antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi prioritas

utama dalam mendukung stabilitas sosial. Hal ini dilaksanakan melalui
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internalisasi nilai-nilai budaya nasional dan lokal, sehingga tercipta
masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkepribadian dalam
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029,
keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berada pada Misi ke-4, yaitu
‘Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis
Teknologi.” Misi tersebut menjadi landasan strategis dalam penguatan
reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas,
serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Dalam kerangka tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah memegang peran kunci dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah, yaitu meningkatnya birokrasi
yang bersih dan akuntabel. Peran ini diwujudkan melalui penguatan
pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, peningkatan kualitas
perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi pengelolaan
pendapatan daerah dan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, dan
terintegrasi.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak hanya berorientasi
pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga berperan sebagai
instrumen  strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis digital. Hal ini pada
akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah secara
berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan Jangka Menengah BPKPD
Sejalan dengan arah kebijakan dan kerangka perencanaan

strategis, tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan
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Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2025-2029 adalah:

“Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah
melalui pelayanan publik yang akuntabel.”

Tujuan tersebut merupakan penjabaran operasional dari misi
pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan reformasi
birokrasi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, transparan, dan berbasis teknologi. Dalam perspektif tata kelola
pemerintahan modern (modern public governance), pengelolaan keuangan
daerah tidak lagi dipandang semata sebagai fungsi administratif, melainkan
sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian kinerja
pembangunan yang efektif dan berorientasi hasil (result-oriented
governance).

Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
daerah mencakup penguatan seluruh siklus manajemen keuangan daerah,
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Setiap tahapan
tersebut dituntut untuk dilaksanakan secara terintegrasi, berbasis kinerja,
serta didukung oleh sistem informasi yang andal guna memastikan
konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi
pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah
tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi (compliance-
based approach), tetapi juga pada pencapaian nilai manfaat yang optimal
(value for money), yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pelayanan publik, mengingat
fungsi keuangan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan
kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada
masyarakat. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien akan
berdampak pada peningkatan kualitas belanja daerah, sehingga alokasi
sumber daya dapat difokuskan pada program-program prioritas yang
memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
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3.2.2

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja utama
yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan
keuangan daerah, antara lain melalui peningkatan Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah serta capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator tersebut tidak hanya
merepresentasikan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi
pemerintahan, tetapi juga mencerminkan kualitas sistem pengendalian
internal, keandalan pelaporan keuangan, serta efektivitas pengelolaan
anggaran secara keseluruhan.

Dalam kerangka tersebut, tujuan ini berfungsi sebagai arah
strategis utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tujuan ini menjadi
landasan dalam perumusan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan
yang berorientasi pada penguatan tata kelola keuangan daerah secara
komprehensif. Selain itu, tujuan ini juga menjadi instrumen evaluatif dalam
mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi, baik dalam aspek
administratif maupun dalam kontribusinya terhadap pencapaian tujuan
pembangunan daerabh.

Dengan demikian, pencapaian tujuan ini diharapkan tidak hanya
menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang
adaptif, profesional, dan berbasis kinerja, serta meningkatkan kualitas
pelayanan publik secara optimal dan konsisten. Dalam jangka panjang, hal
ini akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kepercayaan
publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif
dan berdaya saing.

Sasaran Jangka Menengah BPKPD

Sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan penjabaran
operasional dari tujuan strategis yang ingin dicapai dalam periode Tahun
2025-2029. Sasaran ini dirumuskan secara terukur dengan mengacu pada

indikator kinerja utama yang terdapat dalam dokumen Renstra, sehingga
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dapat menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi
secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas Kkinerja organisasi,
penetapan indikator dan target kinerja dilakukan secara sistematis sejak
tahap perencanaan hingga akhir periode pelaksanaan. Indikator kinerja
tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga sebagai
instrumen pengendalian dan evaluasi yang memastikan keterkaitan antara
tujuan, sasaran, dan hasil yang dicapai.

Oleh karena itu, perumusan indikator dan target kinerja harus
memenuhi prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant,
Time-bound, dan Continuously Improve). Prinsip tersebut menekankan
bahwa indikator harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, dapat diukur
secara objektif, realistis untuk dicapai sesuai kapasitas organisasi, relevan
dengan tujuan strategis, memiliki batas waktu pencapaian yang terdefinisi,
serta memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan (continuous
improvement) berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Dengan penerapan prinsip SMART-C, indikator dan target kinerja
diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
tingkat pencapaian sasaran pembangunan, sekaligus menjadi dasar dalam
pengambilan  keputusan, peningkatan kinerja organisasi, serta
penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, rumusan sasaran yang ingin dicapai
dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
Sasaran ini merupakan representasi dari tujuan “Mewujudkan
Pelayanan Publik yang Prima”, yang menekankan pentingnya kualitas
pelayanan publik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah daerah. Indikator yang digunakan adalah Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan target yang ditetapkan, nilai
IKM diproyeksikan meningkat secara bertahap dari 3,46 pada tahun
2025-2027 menjadi 3,49 pada tahun 2030. Peningkatan ini
menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas
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layanan, baik dari aspek kecepatan, kemudahan akses, transparansi,
maupun profesionalisme aparatur. Dalam jangka menengah, sasaran
ini mengarah pada terciptanya pelayanan publik yang semakin
responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah.
Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan “Meningkatnya birokrasi
yang bersih dan akuntabel”, yang berfokus pada peningkatan kualitas
kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Indikator yang digunakan
adalah Nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah). Target kinerja menunjukkan peningkatan bertahap dari
81,25 pada tahun 2025 menjadi 81,90 pada tahun 2030. Hal ini
mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja,
mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi
kinerja perangkat daerah. Dalam jangka menengah, sasaran ini
diarahkan untuk memperkuat budaya kinerja berbasis hasil
(performance-based management) serta meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan yang akuntabel.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
Sasaran ini merupakan inti dari fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah, yang menitikberatkan pada penguatan tata
kelola keuangan daerah. Sasaran ini diukur melalui beberapa indikator
utama, yaitu:
a. Opini Laporan Keuangan (BPK)
Target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
secara konsisten selama periode 2025-2030. Hal ini menunjukkan
komitmen dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta didukung oleh
sistem pengendalian internal yang memadai.
b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target menunjukkan peningkatan bertahap dari 2,30% pada tahun
2025 menjadi 2,55% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan

upaya optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi
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dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta penguatan sistem

pemungutan dan pengawasan.

c. Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)

Target indeks berada pada nilai 3 (kategori baik) pada tahun 2025-

2029 dan meningkat menjadi 4 pada tahun 2030. Hal ini

menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan aset

daerah, baik dari aspek penatausahaan, pengamanan, maupun
pemanfaatan aset untuk mendukung efisiensi dan peningkatan
nilai ekonomi daerah.

Secara jangka menengah, sasaran ini diarahkan untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya memenuhi
aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai
tambah (value for money) serta mendukung peningkatan kapasitas fiskal
daerah.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja
dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disusun secara terintegrasi
sebagai bagian dari perencanaan berbasis kinerja. Hubungan tersebut
menggambarkan kesinambungan antara arah kebijakan, capaian yang
ingin diwujudkan, alat ukur kinerja, serta target yang ditetapkan dalam
periode perencanaan.

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terukur,
keterkaitan tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai
berikut:
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Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2030

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-

E Sasaran Indikator Sasaran T T PR T
(1) (@) 3) (4) 5) (6) (7) ()] ©) (10)
Mewujudkan Pelayanan Publik | Meningkatnya kepuasan
1 yang Prima masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 3,46 3,46 3,46 3,47 3,48 3,49
Meningkatnya birokrasi dan Meningkatnya kinerja .
) akuntabel Pemerintah Daerah Nilai LAKIP 81,25 81,25 81,50 81,75 81,85 81,90
= Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya Pengelolaan
3. Pegnelolaan Keuangan daerah | o\ it Efisien, Transparan dan | *  Rasio Pertumbuhan PAD. (%) 2,30 2,35 2,35 2,45 2,50 2,55
Akuntabel
= Indeks Pengelolaan Aset Daerah
(IPA) (%) 3 3 3 3 3 4
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4.1

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang mencerminkan tingkat
pencapaian tujuan pembangunan perangkat daerah yang diwujudkan
melalui hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam
kerangka perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning),
sasaran memiliki peran strategis sebagai jembatan antara tujuan yang
bersifat konseptual dengan implementasi program dan kegiatan yang
bersifat operasional. Oleh karena itu, penetapan sasaran dilakukan secara
sistematis, terukur, dan berbasis pada analisis kinerja, sehingga mampu
memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2026, perumusan sasaran mempertimbangkan berbagai aspek strategis,
antara lain dinamika pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
evaluasi capaian kinerja, perubahan kebijakan fiskal daerah, serta
keterbatasan kapasitas keuangan daerah. Pendekatan ini dilakukan untuk
memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan bersifat realistis, adaptif, dan
relevan terhadap kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, indikator dan target kinerja dirumuskan
secara jelas dan terstruktur sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akhir,
dengan mengacu pada prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Time-bound, dan Continuously Improve). Penerapan prinsip ini
bertujuan untuk menjamin keterukuran kinerja secara objektif, meningkatkan
akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendorong
perbaikan kinerja secara berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi yang
sistematis.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Renstra Tahun

2025-2029. Secara substantif, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan
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dalam Renja telah diselaraskan dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja,
serta target pendanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga
tercipta konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan
tahunan.

Dalam Renstra BPKPD Tahun 2025-2029 ditegaskan bahwa arah
kebijakan utama adalah “Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola
pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel”.
Arah kebijakan tersebut diukur melalui indikator utama, antara lain Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam Renja Tahun 2026,
indikator tersebut diturunkan ke dalam target kinerja tahunan yang lebih
operasional, seperti peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen
penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan, serta penguatan pengelolaan pendapatan dan
aset daerah.

Dengan demikian, sasaran yang dirumuskan dalam Renja Tahun
2026 tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga
sebagai instrumen strategis dalam memastikan keterpaduan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Hal ini
pada akhirnya diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola
keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik dan kinerja pembangunan daerah.

Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Rincian anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pada
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari proses
perencanaan yang terintegrasi antara aspek kinerja dan penganggaran.
Penyusunan anggaran ini mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi anggaran dalam Renja Tahun 2026 dirumuskan
berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
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tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Selain itu,
penyusunan anggaran juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun sebelumnya, dinamika pelaksanaan anggaran
berjalan, serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan
indikator kinerja dan target capaian yang terukur, sehingga terdapat
keterkaitan yang jelas antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan
output dan outcome yang diharapkan. Pendekatan ini sejalan dengan
penerapan performance-based budgeting, dimana penganggaran tidak
hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian
kinerja yang memberikan nilai manfaat (value for money).

Rincian anggaran tersebut mencakup seluruh program utama Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, antara lain Program
Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah. Masing-masing program dijabarkan ke dalam
kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai dengan
nomenklatur yang berlaku dalam sistem perencanaan dan penganggaran
daerah.

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, pengalokasian anggaran
juga memperhatikan prinsip efisiensi belanja, penajaman prioritas, serta
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Hal ini menjadi
penting dalam rangka menjaga stabilitas fiskal daerah serta memastikan
bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu memberikan
kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Dengan demikian, rincian anggaran program, kegiatan, dan sub
kegiatan dalam Renja Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan
pelaksanaan pembangunan perangkat daerah secara terukur, terencana,
dan berorientasi pada hasil. Penyajian rincian anggaran secara lengkap

selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
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Tabel 4. 1
Renja SKPD BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ERAKIHAANTUAJIIHENC ANA
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2027
URUSAN/PROGRAM/ | INDIKATOR PROGRAM/ | AKHIR | “coppjay [ CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN/ SUB PERIODE TARGET RENJA
OQUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | ““npnra N TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 141.082.776.644,00 198.858.595.500,00
5 UNSUR PENUNJANG 141.075.571.644,00 198.807.095.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN 141.075.571.644,00 198.807.095.500,00
1. | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG - - - 11.553.110.243,00 18.457.700.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01 Perencanaan, - - - 46.374.200,00 - 139.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penganggaran, dan Evaluasi KEUANGAN DAN
Kinerja Perangkat Daerah PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI - 69.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perencanaan Perangkat Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Daerah Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel'Desa
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian 2 Laporan 46.374.200,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI - 70.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Pembayaran Gaji dan - 75 Orang 8.664.033.843,00 - 14.196.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah Tunjangan ASN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 75 8.664.033.843,00 | Semua DANA ALOKASI - 14.196.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Kota/Kab, UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Tunjangan ASN Semua PENDAPATAN DAERAH
Kecamatan,
Semua Kel'Desa
Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel'Desa
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian - - - 0,00 - 225.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas 77 Paket 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI - 45.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
beserta Atribut Kelengkapan Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH

Semua Kel/Desa

5.02.01.2.05.0011

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN S AHAANMAILHENC AR
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2027
URUSAN/ PROGRAM / | 'NDIKATORPROGRAM/ | = AKHIR | “cappjay | CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN 0PD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang 5 Orang 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 180.000.000,00 [ BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Bimbingan Teknis Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Implementasi Peraturan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Perundang-Undangan Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Penyediaan sarana - 75 Persen 472.713.700,00 1.131.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah administrasi umum perangkat KEUANGAN DAN
daerah PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 6 Paket 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 130.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perlengkapan Kantor yang Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Disediakan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 34.999.700,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 103.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Rumah Tangga yang Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Disediakan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 50.000.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 133.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Kantor yang Disediakan Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 12 Paket 80.390.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 80.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Cetakan dan Penggandaan Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
yang Disediakan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumiah Dokumen Bahan 60 Dokumen 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Bacaan dan Peraturan Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Perundang-Undangan yang Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Disediakan Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Paket Bahan/Material 12 Paket 64.536.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 115.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
yang Disediakan Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 36 Laporan 242.788.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 535.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penyelenggaraan Rapat Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
SKPD Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen 12 Dokumen 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penatausahaan Arsip Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Dinamis pada SKPD Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH

Semua Kel/Desa
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RRAKIAANMAJURENOANA
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - 117.531.000,00 998.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penunjang Urusan KEUANGAN DAN
Pemerintah Daerah PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumiah Unit Kendaraan 0 Unit 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 626.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Dinas Operasional atau Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Lapangan yang Disediakan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumiah Paket Mebel yang 0 Unit 117.531.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 215.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Disediakan Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel'Desa
5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 2 Unit 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 157.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Mesin Lainnya yang Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Disedliakan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang | Penyediaan Jasa Umum 12 Bulan 2.152.100.000,00 1.169.800.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Urusan Pemerintahan Pelayanan Kantor KEUANGAN DAN
Daerah PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 7.000.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Jasa Surat Menyuraf Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laperan Penyediaan 0 Laporan 585.100.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 214.800.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Disediakan Semua Kel'Desa
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 1.560.000.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 945.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Jasa Pelayanan Umum Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan sarana dan 1 Tahun 100.357.500,00 597.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penunjang Urusan prasarana penunjang urusan KEUANGAN DAN
Pemerintahan Daerah perkantoran PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 0 Unit 100.357.500,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 172.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Operasional atau Lapangan Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
yang Dipelihara dan Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH

dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Semua Kel/Desa

5.02.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ERAKIGAAN MAJURENCANA
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | - - - 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Bangunan Lainnya yang Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 0 Unit 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | - - - 225.000.000,00 [ BADAN PENGELOLAAN
Prasarana Pendukung Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Gedung Kantor atau Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Bangunan Lainnya yang Semua Kel/Desa
Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.02 PROGRAM undefined - undefined 128.783.524.101,00 - 178.342.335.500,00
PENGELOLAAN undefined
KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Peraturan Daerah - 2 Dokumen 1.225.000.000,00 Memperkua | - - - 1.777.950.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Rencana Anggaran Daerah | tentang APBD dan t reformasi KEUANGAN DAN
Peraturan Kepala Daerah politik, PENDAPATAN DAERAH
tentang Penjabaran APBD hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Jumilah Dokumen KUA dan 0 Dokumen 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | - - 340.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
PPAS yang Disusun Semua UMUM (DAU) t reformasi KEUANGAN DAN
Kecamatan, politik, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

REALISASI
‘CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

1

12 13

15

16

17

Jumlah Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

1 Dokumen

650.000.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel'Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

709.450.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.01.0008

Koordinasi dan Penyusunan P

eraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

1 Dokumen

450.000.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel'Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

244.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.01.0011

Koordinasi Perencanaan Angg

aran Belanja Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

10 Dokumen

125.000.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

384.500.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.01.0013

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OoPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

10

1

12

13

15

16

17

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

0 Orang

0,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

100.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.02

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Jumlah dokumen hasil
koordinasi pengelolaan
perbendaharaan daerah

12
ddDokumen

309.978.800,00

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

800.001.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.02.0001

Koordinasi dan Pengelolaan K:

as Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

1 Dokumen

109.997.500,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

225.945.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.02.0005

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / EIDANG INDIKATOR PROGRAN TAAI-?:l;I ET REALISASI PI(?::};I:I.:QN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 99.986.700,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | - 306.155.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi, Fasilitasi, Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Asistensi, Sinkronisasi, Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Supervisi, Monitoring, dan Semua Kel'Desa hukum dan | Daya
Evaluasi Pengelolaan Dana birokrasi, Manusia
Perimbangan dan Dana serta memp
Transfer Lainnya erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Laporan Realisasi 12 Laporan 99.994.600,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | - 199.901.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penerimaan dan Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Pengeluaran Kas Daerah, Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Laporan Aliran Kas, dan Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
Pelaksanaan birokrasi, | Manusia
Pemungutan/Pemotongan serta memp
dan Penyetoran Perhitungan erkuat penc
Fihak Ketiga (PFK) dan egahan dan
Laporan Hasil Koordinasi pemberant
dalam rangka Penyusunan asan
Laporan Realisasi korupsi,
Penerimaan dan narkoba,
Pengeluaran Kas Daerah, judi, dan pe
Laporan Aliran Kas, dan nyeludupan
Pelaksanaan .
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang 47 Orang 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua - 68.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Semua UMUM (DAU) t reformasi KEUANGAN DAN
Penatausahaan Keuangan Kecamatan, politik, PENDAPATAN DAERAH
Pemerintah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN REAK B ANMAJURERCERA
UHUSANIBIDANG INDIKATORPROGRAM / |  AKHIR | REALISAS | "o ppppay TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PPAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan | Penyusunan Laporan - 1 Dokumen 380.422.100,00 Memperkua | Peningkata | - 869.150.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Keuangan Daerah Daerah tepat wakfu dan politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
sesuai SAP hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
Korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 105.008.900,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | - 218.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi Pelaksanaan Semua UMUM (DAU) treformasi | nKualitas KEUANGAN DAN
Akuntansi Penerimaan dan Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Pengeluaran Kas Daerah Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
Korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | - 110.250.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Rekonsiliasi dan Verifikasi Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan, Belanja, Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
Pembiayaan, birokrasi, Manusia
Pendapatan-LO, dan Beban serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
Korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.02.2.03.0003

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan 12 Laporan 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | - 179.200.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pertanggungjawaban Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Pelaksanaan APBD Bulanan, Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Triwulanan dan Semesteran Semua Kel/Desa hukumdan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Keuangan 0 Laporan 113.855.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | - 101.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
SKPD, BLUD dan Laporan Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Keuangan Pemerintah Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Daerah yang Terkonsolidasi Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.03.0005 inasi dan Peny F 1 Peraturan Daerah tentang Pertar j F APBD K ta dan F Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Jumlah Rancangan 2 Dokumen 131.138.200,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | - 110.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Daerah tentang Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Pertanggungjawaban Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Pelaksanaan APBD Semua Kel/Desa hukumdan | Daya
Kabupaten/Kota dan birokrasi, Manusia
Rancangan Peraturan serta memp
Kepala Daerah tentang erkuat penc
Penjabaran egahan dan
Pertanggungjawaban pemberant
Pelaksanaan APBD asan
Kabupaten/Kota korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE

RENSTRA

OPD

REALISASI

CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN

OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET RENJA

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

9

10

1

12

13

15

16

17

Jumlah Dokumen
Tanggapan/Tindak Lanjut
Terhadap LHP BPK atas
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

1 Dokumen

21.702.800,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI

UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

100.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.03.0007

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

jan Tuntutan Perber

dan Tuntutan Kerugian

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

0 Dokumen

8.717.200,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI

UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

50.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.04

Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

126.868.123.201,00

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

174.895.234.500,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.02.2.04.0008

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RAKHANMACCRERCAN
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM/ | g | REALISAsI | PRAKES TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / [RATOR EROGR) ooKHIR. | capaian | o, CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN /

RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN KEQETAN RES?ERA TAHUN 2024 OPDZ(-,FZASHUN TA;;;ESE b PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL | DAERAH

KODE

2 3 4 6 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 110.579.887.501,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | - 161.888.234.500,00 | BADAN PENGELOLAAN
Analisis Perencanaan dan Semua UMUM (DAU), treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Penyaluran Bantuan Kecamatan, DANA DESA politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Keuangan Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 5.000.000.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata 9.500.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Dana Darurat Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN

dan Mendesak Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 11.288.235.700,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | - - 3.507.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Dana bagi Hasil Semua UMUM (DAU) treformasi KEUANGAN DAN
Kabupaten/Kota Kecamatan, politik, PENDAPATAN DAERAH
Semua KelDesa hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.03 PROGRAM - - - 310.010.700,00 - 1.159.060.000,00
PENGELOLAAN BARANG

MILIK DAERAH
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

9

10

11

12

13

15

16

17

5.02.03.2.01

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Pengelolaan Barang Milik
Daerah sesuai dengan
petujuk dan teknis

2 Dokumen

310.010.700,00

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

1.159.060.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.03.2.01.0001

Penyusunan Standar Harga

Jumlah Standar Harga yang
Disusun

1 Dokumen

30.019.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

298.400.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.03.2.01.0003

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Dagrah

2 Dokumen

0,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

77.500.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.03.2.01.0006

Inventarisasi Barang Milik Daerah
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

10

1

12

13

15

16

17

Jumlah Laperan Hasil
Inventarisasi (LHI) Barang
Milik Daerah

1 Laporan

0,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

68.500.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.03.2.01.0007

Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengamanan Barang Milik
Daerah

1 Laporan

49.991.400,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

175.200.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.03.2.01.0008

Penilaian Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Milik
Daerah

0 Laporan

0,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

193.600.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.03.2.01.0009

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG DIKATOR PROGRAN T::p:il:T REALISASI P?::I;IARUA\QN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 0,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata 41.550.000,00 [ BADAN PENGELOLAAN
Pengawasan dan Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Pengendalian Pengelolaan Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Barang Milik Daerah Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, F Pemir 1, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 79.994.700,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata 106.310.000,00 [ BADAN PENGELOLAAN
Optimalisasi Penggunaan, Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Pemanfaatan, Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Pemindahtanganan, Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
Pemusnahan, dan birokrasi, Manusia
Penghapusan Barang Milik serta memp
Daerah erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 150.005.600,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata 198.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Rekonsiliasi dalam rangka Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Penyusunan Laporan Barang Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Milik Daerah Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
4. |5.0204 PROGRAM - - 428.926.600,00 848.000.000,00
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

9

10

11

12 13

15

16

17

5.02.04.2.01

Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Laporan penerimaan Pajak
Daerah

12 Laporan

428.926.600,00

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

848.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0003

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penyuluhan
dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah

1 Laporan

50.000.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

240.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0004

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Pajak Daerah

2 Unit

0,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
Kkorupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

75.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0005

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN

2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Jumiah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah, Subjek
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah

0 Laporan

109.940.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

195.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0008

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Ketetapan
Pajak Daerah

45000
Dokumen

100.002.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
Korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

157.500.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0011

Penagihan Pajak Daerah

Jumiah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penagihan
Pajak Dagrah

1365
Dokumen

129.957.600,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

80.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0015

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RRAKIRANNMAUHENCANA
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan 1 Laporan 39.027.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI| | Memperkua | Peningkata | - 100.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perkembangan Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas KEUANGAN DAN
Elektronifikasi Transaksi Kecamatan, politik, Sumber PENDAPATAN DAERAH
Pemerintah Daerah Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
Judi, dan pe
nyeludupan
X NON URUSAN 7.205.000,00 51.500.000,00
XXX URUSAN PEMERINTAHAN 7.205.000,00 51.500.000,00
BIDANG XX
XXX.01 PROGRAM PENUNJANG - - - 7.205.000,00 - 51.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
XXX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milk Pemeliharaan sarana dan - 1 Tahun 7.205.000,00 - - - - 51.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penunjang Urusan prasarana penunjang urusan KEUANGAN DAN
Pemerintahan Daerah perkantoran PENDAPATAN DAERAH
XXX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit 7.205.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | - - - 51.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Lainnya yang Dipelihara Semua UMUM (DAU) KEUANGAN DAN
Kecamatan, PENDAPATAN DAERAH
Semua Kel/Desa
JUMLAH 141.082.776.644,00 198.858.595.500,00
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan
tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis
Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan
kegiatan, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta kondisi fiskal daerah
yang berkembang.

Renja ini memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja
dan pagu indikatif yang disusun secara terukur dan sistematis, dengan berpedoman
pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna
Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi
kinerja perangkat daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan
secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui Renja ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 dapat
berjalan secara optimal, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab
berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Barang Milik
Daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah. Penyesuaian yang dilakukan tidak
hanya diarahkan pada peningkatan serapan anggaran, tetapi juga pada peningkatan
kualitas capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat bagi
masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada komitmen,
sinergi, dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, serta dukungan dari
seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem
pengendalian internal, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan

proses bisnis, serta penguatan sistem informasi menjadi faktor kunci dalam
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mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja,
khususnya dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat
menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan
daerah yang lebih baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian

tujuan pembangunan daerah.

§

SURYANTO, SE., MA
|1|P. 197709%2 200012 1 004
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